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OBJEK PENELITIAN

A Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang

Badan Pertanahan Nasional atau disingkat BPN adalah lembaga pemerintah
non-kementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas
peme ,dl" dighidang,Pertanahan-sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Badan pertanahan nasiona mﬁasal 1 ayat (1) BPN adalah

le

ga pemerintah nonkementrian yang beragé dibawah dan bertanggung jawab

l/
kepadaPresiden. Lebih lanjutdari ayat(2) -—---! ------ ang Sama-menentukan bahwa
Bada tanahan Nasional pi h jalan dengan
apaya \ atukan dalam Pa 1) ah yang menentukan

bahwa tuge safiaran—tanah_—dilak REpala kantor

SHKARAWANG" ™

anal bertugas membantu presiden dalam mengelola

pertanahan.Kect

Badan Pertana
dan mengembangkan adminiStfasi pertamahan, baik berdasarkan Undang-Undang
Pokok Agraria maupun peraturan pefimdang-t gan_lainnya yanggimeliputi
pengaturan, penggunaan, penguasaan dan pemilihe pah,_peng ak-hak
atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan
masalah pertanahan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh presiden.
Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Daerah,
terakhir dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun

2006, dibentuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi di Daerah
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Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota di daerah Kabupaten/Kota.
Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di
Kabupaten/ Kota yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi. Kantor Pertanahan dipimpin oleh seorang kepala yang berstatus
sebagai pegawai negeri sipil.

Kme anakan keteéntuan di atagy maka Kepala Badan Pertanahan
bernenang untuk melakukan pendafta an@iz menerbitkan surat keputusan

leh seseorang atau suatu badan.

pemBerian hak atas tanah yang dimohonkan /

Dalamipelaksanaan tugas seharihiari sebagian ! nang fan:hak atas tanah

dili an kepada Kantor an a I S
Pertana abupaten atau ni ' P

Agraria/Kepala“Badan -%W’

WKARAWANG' ™

tanggal 19 Februari 1999. Sumber kewenangan

in antor Badan

ran Menteri Negara

Februari 1999 %
Negara yang mulai be

dari Kementerian Agraria @ Ruang/BPN vyaitu Sumber Kewenangan

Atribusi. Tampak bahwa wewenang yangydiperofeliseeara Atribusi itu berStratasli
yang berasal dari peraturan perundang-undanganiRengan kata Jaifi;” organ
pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu
dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal atribusi, penerima

wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang



sudah ada, dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang
diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang®.

Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang beralamat di Jalan Jenderal
Ahmad Yani No.68, Nagasari, Kecamatan. Karawang Barat, Kabupaten Karawang,

Jawa Barat 41314. Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang dengan perincian

sebagaik ut:

a. Gedung kantor seluas

1) Lantai.l.sel uas=

2) Lantai
Mushola selu

JaR=K.ope "\w..lll

2. Tanah untuK

3. Berdasarkan keputt

B. Peralihan Hak Milik Atas Tanah N iJual Beli

Peralihan hak milik atas tanah melalui jual beli adalah proses hukum yang
kompleks dan penting dalam dunia properti. Dalam konteks hukum properti di
Indonesia, proses ini memiliki peraturan dan undang-undang yang mengatur secara

ketat setiap langkahnya. Proses ini melibatkan dua pihak utama, yaitu penjual yang

! peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPN) Nasional Nomor
11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.



melepaskan hak miliknya atas tanah dan pembeli yang memperoleh hak tersebut
dengan membayar sejumlah uang. Peralihan hak milik ini memiliki implikasi yang
signifikan terhadap hak kepemilikan, perpajakan, serta aspek-aspek hukum lainnya
yang perlu dipahami dengan baik oleh semua pihak yang terlibat.?

Penting untuk diingat bahwa proses peralihan hak milik tanah di Indonesia

diatur g dang-Undang NOomer. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

Ha 78 dari buku tersebut merinci per tan yang harus dipenuhi dalam
prases ini, termasuk pembuatan akta jual beI yang sah, pendaftaran di Kantor

Peftanahan, serta pembayafaf= pajaks yaHe ':-en-s, Ketentaan-ketentuan ini

me an bahwa proses beli ftanal hukum yang
berlak \ ansaksi tersebu

; VW' hak milik

atas tanah berje acar dai ge RR ﬂﬁaku seringkali
A
melibatkan profesio sepérli pengacara ahli oﬁ. notaris. Mereka

pastikan bahwa semua aspek hukum tglah

memainkan peran penting dalan
dipatuhi, dokumen-dokumen yang“dipetluka al,_disusun dengan baik, dan
transaksi tersebut sah. Keterlibatan profesiona penting untuk melindungi
hak-hak semua pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli tanah dan untuk

menghindari risiko hukum di masa depan.

2 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok
Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 2003, him 78.
% Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2005, him 221.






